GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 141 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS NEGERI, SATUAN PENDIDIKAN
MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
NEGERI PROVINSI BANTEN TAHUN AJARAN 2026/2027

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang .  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan
Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid
Baru pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri,
Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Negeri, dan
Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Banten
Tahun Ajaran 2026/2027;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

il



Memperhatikan :

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan  Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem
Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Tahun
2025 Nomor 134),

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 43);

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang
Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran
2026/2027,



2. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Banten Nomor
100.3.3.1/0922-Dindikbud /2026  tanggal 20
Februari 2026 perihal Draft naskah Keputusan
Gubernur Banten tentang Sistem Peneriman Murid
Baru Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU . Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada
Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Satuan
Pendidikan Menengah Kejuruan Negeri, dan Satuan
Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Banten Tahun
Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Maret 2026

GUBERNUR BANTEN

AIYDRA SONI

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Inspektur Daerah Provinsi Banten.



Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 141 Maret 2026
Tanggal : 9 Maret 2026

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH ATAS NEGERI, SATUAN PENDIDIKAN
MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

NEGERI PROVINSI BANTEN TAHUN AJARAN 2026/2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan murid baru merupakan rangkaian proses bagi masyarakat
usia sekolah dalam proses pendidikan di suatu jenjang pendidikan,
seperti halnya penerimaan murid baru dari lulusan jenjang pendidikan
dasar Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)
ke jenjang pendidikan menengah Sekolah Menengah Atas/Sekolah
Menengah Kejuruan (SMA/SMK).

Proses Penerimaan murid baru melibatkan beberapa komponen yang
saling berkaitan dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban dan
kesuksesannya. Penerimaan murid baru yang sudah dilaksanakan
tahun sebelumnya perlu dilakukan peninjauan kembali dalam rangka
optimalisasi untuk pemenuhan aspek keadilan bagi calon murid
berdasarkan pertimbangan domisili, keadaan ekonomi, berkebutuhan
khusus, apresiasi prestasi murid dan atau aspek lain serta perbaikan
proses mekanisme pendaftaran calon murid baru sebagai tindak lanjut
penyesuaian peraturan Sistem Penerimaan Murid Baru sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun
2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Surat Edaran
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan
Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tentang Sistem
Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 dan merupakan
keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling
berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi

semua. SPMB bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi



seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas
yang dekat dengan domisili, meningkatkan akses dan layanan
pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan
penyandang disabilitas, mendorong peningkatan prestasi murid, dan
mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan
murid. SPMB dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel,
berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.

Untuk mewujudkan SPMB sesuai tujuan dan prinsip pelaksanaannya,
Pemerintah Daerah Provinsi Banten menyusun petunjuk teknis SPMB
yang lebih rinci agar dapat dipahami para pemangku kepentingan yang
akan terlibat dalam SPMB baik sebagai pendaftar maupun sebagai
pengelola.

Dalam rangka penyelenggaraan SPMB di Provinsi Banten, perlu disusun
Petunjuk Teknis SPMB yang menjabarkan petunjuk teknis lebih rinci
untuk memastikan pelaksanaan SPMB dilaksanakan dengan baik
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman
atau acuan dalam melaksanakan SPMB.

Upaya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam dunia
pendidikan, di antaranya dengan mengimplementasikan layanan
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan menggunakan
mekanisme dalam jaringan (daring). SPMB dengan menggunakan
mekanisme daring untuk SMA, SMK dan SKh di Banten Tahun Ajaran
2026/2027 dengan alasan agar masyarakat mendapatkan kemudahan
dalam proses Penerimaan Murid Baru. Meskipun demikian, tidak
menutup kemungkinan ada di beberapa Satuan Pendidikan yang masih
menggunakan SPMB secara luar jaringan (luring) yang disebabkan
karena masih terbatasnya dukungan infrastruktur.,

Sistem SPMB daring yang dirancang secara real time dapat membantu
calon murid dan orang tua/wali pengguna layanan mendapatkan
informasi dengan cepat, dan pada saat yang bersamaan calon murid
dan orang tua/wali memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan

lain yang tersedia dalam ketentuan penyelenggaraan SPMB,



B. DASAR HUKUM

L;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4010);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun
2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Tahun
2025 Nomor 134);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 43).
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Ruang lingkup yang diater dalam perunjuk teknis Penefinaan murd

Baro (SPhB) adalah scbagal berikut

1. penyelonggnrean Nstemn Peaerimaan Murid Baru (SPMEAL,

2. penyelengearaan Sistern Peaerimaan Murid Daru Satuan Pendidikan
Sekolah hienengah Alas (SNAJ:

3. penyelengmiraan Sistem Peaerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan
Sekalah hlepengah Kejuruan (SMK];

4. penyelengegnraan Sistem Peserimaan Murid Raru Satuan Pendidikan

Selkolah Khusus (Skh);

perpindahan murid dan kegiatan pasca pengumuman.

pembinvaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMR';

lerangan dan sanlesi;

pembinaan, pengewasan dan evaluast; dan
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pelaporan Sistemn Peaerimaan Mund Baru (SPMIR.



BAB II
PENYELENGGARAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A. KETENTUAN UMUM

i

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah merupakan
rangkaian kegiatan sistematik yang dirancang untuk mengatur
penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru mulai dari perencanaan,
persyaratan, pendaftaran, verifikasi, seleksi, pengumuman hasil

seleksi dan daftar ulang;

2. Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan
secara daring (dalam jaringan/online), dan atau luring (luar
jaringan/manual).

Adapun yang dimaksud dengan:

a. Dalam jaringan/online, adalah Sistem Penerimaan Murid Baru
(SPMB) menggunakan sistem teknologi yang dirancang untuk
melakukan pendaftaran, verifikasi, proses seleksi, dan
pengumuman dengan melalui media online/internet;

b. Luar jaringan/manual, adalah Sistem Penerimaan Murid Baru
(SPMB) yang dilakukan oleh calon murid atau orang tua/wali
dengan mendatangi Satuan Pendidikan dengan tujuan untuk
melakukan pendaftaran yaitu membawa kelengkapan dokumen
persyaratan, verifikasi, proses seleksi, dan pengumuman secara
manual.

B. PRINSIP

Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilaksanakan

berdasarkan prinsip:

1,

2,

Obyektif artinya bahwa SPMB harus memenuhi syarat dan
ketetapan yang sudah ditentukan;

Transparan artinya bersifat terbuka dan diketahui oleh
masyarakat/ orang tua/wali murid baru;

Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat
baik prosedur maupun hasilnya;

Berkeadilan artinya setiap calon murid memiliki kesempatan yang
sama untuk diterima, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan

khusus berdasarkan latar belakang tertentu;

-8 -



5. Tanpa diskriminasi artinya tidak membedakan suku, ras, agama,

golongan tertentu atau status sosial ekonomi masyarakat kecuali
bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk

melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu.

C. KEPANITIAAN

i

Kepanitian Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terdiri dari

Panitia Tingkat Provinsi dan Panitia tingkat Satuan Pendidikan;

Panitia Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan

melibatkan unsur :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB);

c. Dinas Sosial;

d. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

e. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten; dan

f. Dewan Pendidikan Provinsi Banten

Panitia tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan

Pendidikan yang terdiri atas unsur pendidik dan tenaga

kependidikan.

D. TUGAS PANITIA

Ruang Lingkup Tugas Panitia Tingkat Provinsi:

a. menyusun peraturan yang dijadikan pedoman dalam Sistem
Penerimaan Murid Baru (SPMB);

b. mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Sistem
Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada satuan pendidikan di
tingkat provinsi;

c. sosialisasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid
Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan dan lembaga atau dinas
terkait di Tingkat Provinsi;

d. melalukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan

penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);

e. mengoordinasikan penanganan pengaduan tentang Sistem

Penerimaan Murid Baru (SPMB); dan



f.

melaporkan kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)

kepada Gubernur Banten.

2. Ruang Lingkup Tugas Panitia Tingkat Satuan Pendidikan:

a.
b.

mensosialisasikan Pelaksanan murid Baru (SPMB);
memfasilitasi calon murid yang tidak dapat melakukan
pendaftaran secara daring;

memverifikasi dan memvalidasi keabsahan dokumen
pendaftaran;

khusus SMK dapat melakukan Tes Bakat dan Minat sesuai
dengan bidang keahlian yang dipilihnya dalam tahap
pelaksanaan SPMB;

khusus SKh dapat melakukan proses asesmen bagi calon
muridnya;

menetapkan dan mengumumkan murid yang diterima
berdasarkan hasil seleksi;

memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan;
dan

membuat laporan hasil penyelenggaraan Penerimaan murid
Baru kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi.

E. WILAYAH DOMISILI

Penentuan wilayah untuk jalur domisili untuk setiap satuan pendidikan

ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan

usulan Kepala Sekolah berbasis kecamatan yang berdekatan dengan
Satuan Pendidikan SMA.

JALUR PENDAFTARAN JENJANG SMA

Jalur Pendaftaran SPMB Jenjang SMA terdiri dari :
1. Jalur Domisili:

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang

diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah

penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan.
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